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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA INFORMED 

CONSENT SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM 

PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN 

 

NOVALDI ARYASTA 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian 

terapeutik yang bersifat konsensual. Dalam perjanjian tersebut, dokter berkewajiban memberikan 

pelayanan medis sesuai standar profesi, sementara pasien berkewajiban memberikan persetujuan 

atas tindakan medis yang akan dilakukan. Salah satu aspek penting dalam hubungan ini adalah 

adanya informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan pasien setelah memperoleh penjelasan 

yang memadai mengenai diagnosis, prosedur, risiko, serta alternatif tindakan medis. Namun dalam 

praktik, sering kali terjadi pengabaian terhadap pemberian informed consent, yang dapat 

menimbulkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji kedudukan informed consent dalam perjanjian terapeutik antara dokter 

dan pasien, serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila informed consent tidak diberikan 

atau diabaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan 

pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan syarat 

esensial dalam perjanjian terapeutik yang berfungsi melindungi hak pasien atas informasi dan 

otonomi dalam menentukan tindakan medis. Tidak adanya informed consent dapat dikualifikasikan 

sebagai wanprestasi dokter karena tidak memenuhi kewajiban hukum dan etisnya dalam perjanjian 

terapeutik. Konsekuensinya, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, 

dan dalam kondisi tertentu juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana maupun 

administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Dengan demikian, keberadaan informed 

consent tidak hanya penting dari sisi etikomedis, tetapi juga memiliki signifikansi yuridis dalam 

menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjaga profesionalitas dokter. 

Kata Kunci:  Informed Consent, Wanprestasi, Perjanjian Terapeutik, Dokter, Pasien 
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ABSTRACT 

LEGAL REVIEW OF THE ABSENCE OF INFORMED CONSENT AS A 

REASON FOR BREACH OF CONTRACT IN A THERAPEUTIC 

AGREEMENT BETWEEN A DOCTOR AND A PATIENT 

 

NOVALDI ARYASTA 

The legal relationship between doctors and patients is fundamentally based on a consensual 

therapeutic agreement. In this agreement, doctors are obliged to provide medical services in 

accordance with professional standards, while patients are required to give consent for the 

medical procedures to be carried out. One crucial aspect of this relationship is the existence of 

informed consent, namely the patient’s approval given after receiving adequate explanations 

regarding the diagnosis, procedure, risks, and possible alternatives. However, in practice, 

informed consent is often neglected, which may lead to legal issues in the form of breach of 

contract within the therapeutic agreement. This research aims to examine the legal position of 

informed consent in therapeutic agreements between doctors and patients, as well as to analyze 

the legal consequences arising when informed consent is not provided or disregarded. The 

research method employed is normative juridical, with a statute approach and a conceptual 

approach. Data sources are derived from legislation, academic literature, and relevant court 

decisions. The findings indicate that informed consent is an essential requirement in therapeutic 

agreements, functioning to protect the patient’s right to information and autonomy in making 

medical decisions. The absence of informed consent may be classified as a breach of contract by 

the doctor, as it constitutes a failure to fulfill both legal and ethical obligations under the 

therapeutic agreement. As a result, doctors may be held civilly liable in the form of compensation, 

and under certain circumstances, may also face criminal or administrative liability in accordance 

with applicable law.Thus, the presence of informed consent is not only important from an ethical-

medical perspective but also carries significant legal implications in ensuring legal protection for 

patients while maintaining the professionalism of doctors. 

KEYWORDS: Informed Consent, Breach of Contract, Therapeutic Agreement, Doctor, Patient. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era yang terus berkembang, teknologi telah mengubah cara kita 

mengelola dan memberikan layanan kesehatan. Salah satu yang terpenting 

adalah penerapan informed consent yang memberikan manfaat signifikan bagi 

klinik dan penyedia layanan kesehatan. Dalam penelitian ini, kita akan 

menjelajahi pentingnya informed consent, atau dalam konteks pelayanan 

kesehatan biasa disebut Persetujuan Tindakan Medis, dan menyadari 

bagaimana akibat apabila tidak ada informed consent. 

Pada umumnya Informed Consent merupakan suatu proses di mana dokter 

dan pasien berbicara untuk menentukan prosedur medis terbaik.
1 Dalam hal 

bahasa penyampaian, penggunaan informasi bergantung pada tingkat 

pendidikan seseorang. Ada kesenjangan pengetahuan antara pemberi dan 

penerima informasi, yang menyebabkan penyampaian informasi yang tidak 

efektif dan menimbulkan pertanyaan tentang isi informasi disampaikan. Ada 

perbedaan pemahaman sesuai kesepakatan pemberi dan penerima informasi 

membuatnya sulit digunakan. 

Dalam praktik medis, istilah "informed consent" adalah yang paling sering 

disebutkan atau digunakan karena terjadi setiap kali dokter melakukan tindakan 

medis tertentu terhadap pasien. Namun, karena sifat informed consent belum 

                                                           

 1 Petrus Tekege.(2009), “Pentingnya Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan 

Hukum dalam Hubungan antara Dokter dan Pasien” , Jurnal Sketsa, Volume II,No.4, Hal. 4. 
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sepenuhnya dipahami oleh dokter, pasien dan keluarganya kadang-kadang 

masih tidak tahu bagaimana menggunakan informed consent sesuai dengan 

ketersediaan.  

Informed consent merupakan tanggung jawab yang dipenuhi dokter di 

seluruh pekerjaan mereka, terutama ketika mereka melakukan prosedur medis 

tertentu kepada pasien. Untuk memastikan tindakan medis oleh seorang dokter 

dianggap sah hukum dan memberi perlindungan hukum kepada dokter, 

persetujuan diperlukan sebelum tindakan medis dapat dilakukan. Di UU No 17 

tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 293, ayat 1 menyatakan “setiap tindakan 

pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan 

Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan”. 

Hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri adalah hak 

asasi dasar manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah hak atas informasi, 

yang merupakan syarat subjektif untuk transaksi terapeutik antara dokter dan 

pasien.
2
 Informed  consent  membantu dokter menghindari hukuman pidana 

karena melakukan pembedahan atau perawatan medis tanpa persetujuan pasien 

setara dengan penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana 

(KUHP). Pembiusan yang dilakukan oleh dokter anestesi sebanding dengan 

menempatkan seseorang dalam keadaan tidak sadar diri, yang mengarah pada 

tindakan kekerasan. Seperti di Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, tindakan 

dokter tersebut setara dengan tindakan yang melanggar hukum.
3
 

                                                           
 2 Guwandi,  J.(2004),  HukumMedik  (Medical  Law), Jakarta, Balai Penerbit Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, Hal. 24. 
 3

 Satrio, J.(1993), Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, 

Bagian Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 139. 
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Menurut Pasal 3 Permenkes No 290/Menkes/PER/III/2008 tiap tindakan  

kedokteran berrisiko tinggi wajib mendapat persetujuan tertulis ditandatangani 

yang berhak. Informed consent bukan hanya bentuk persetujuan yang diberikan 

pasien, tetapi hasil dari kesepakatan yang dicapai selama proses komunikasi 

antara dokter dan pasien; itu hanya memperkuat atau mencatat apa yang telah 

disepakati.
4
 

Untuk melakukan tindakan medis yang tidak berisiko, seperti terapi obat 

dan pemeriksaan penunjang medis, pasien atau keluarga yang bersangkutan 

harus menandatangani informed consent secara tertulis.
5
 

Bagi dokter, ketiadaan informed consent ialah hal yang dihindari karena 

dapat mengakibatkan tuntutan hukum oleh pasien kepada dokter. Aturan 

hukum yang jadi dasar Informed consent yakni:
6
 

1. Pasal 45 ayat (1) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran 

menyatakan “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan”. 

2. Pasal 37 ayat (1)  UU No 44 Tahun 2004 Tentang Rumah sakit 

menyatakan “Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit 

harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya”. 

                                                           
 

4
 Hanafiah Yusuf dan Amri Amir.(1999),Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jurnal 

Kebidanan, Hal. 74. 

 
5
 Amril,(1997),Bunga Rampai Hukum Kesahatan, Jakarta, Widya Medika. Hal. 31. 

6
 Muharrir Mukhlis, (2022), Memahami Prosedur Pemberian Informed Consent Dalam 

Praktek Kedok-teran,  dikutip  dari :url:https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/memahami-

prosedur-pemberian--in-formed-consent--dalam-praktek-kedokteran-, diakses pada tanggal 20 

November 2024 pukul 20:21 WIB. 
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3. Pasal 56 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan 

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima 

dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. 

4. Pasal 58 c UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyatakan 

“Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, memperoleh persetujuan 

dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang 

akan diberikan”. 

5. Pasal 2 ayat (1) Permenkes RI No 290 /Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan “Semua tindakan yang 

akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat pesetujuan”. 

Ketiadaan informed consent dilihat dari aspek hukum perdata bisa 

diketahui di tiga sisi: 

1. Ketiadaan informed consent menyebabkan tak terpenuhinya syarat 

perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata; 

2. Ketiadaan informed consent dikelompokkan jadi wanprestasi;  

3. Ketiadaan informed consent dikelompokkan perbuatan melawan hukum 

menurut Pasal 1365 KUH Perdata.
7
 

 Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian, dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian terdiri dari para pihak, persetujuan antara pihak, prestasi yang akan 

dilakukan, baik lisan atau tulisan, dan syarat untuk mencapai tujuan perjanjian. 

                                                           
 7  Asmuni.(2023), Aspek Hukum ketiadaan Informed Consent Atas Tindakan Anestesi 

Tambahan Saat Tindakan Medis Pembedahan, Jurnal Unizar Law Review, Vol.6, Hal.185. 
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Perjanjian memberikan hak dan kewajiban bagi tiap pihak di perikatan 

atau hubungan hukum. Perjanjian berupa perjanjian pada hakikatnya adalah 

mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, karena para 

pihak yang membuatnya memiliki kekuatan mengikat sebagai UU.
8

 Di 

kebanyakan kasus, seseorang wanpretasi karena tidak memenuhi prestasi sama 

sekali, prestasi tidak sempurna, memenuhi prestasi terlambat, atau melakukan 

hal-hal yang dilarang oleh perjanjian. 

 Unsur wanprestasi yakni: 

1. Ada perjanjian sah; 

2. Ada kesalahan; dan 

3. Ada kerugian, ada sanksi, berupa ganti rugi, berakibat pembatalan 

perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara. 

Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang telah dirugikan 

dapat menolak perjanjian jika terpenuhi beberapa syarat yuridis: wanprestasi 

harus serius, hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan, 

perjanjian tidak dilakukan terlambat, dan wanprestasi harus mengandung unsur 

kesalahan.  

Wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yakni pihak yang melakukan 

wanprestasi wajib menanggung akibat berupa ganti rugi: 

1. Biaya yakni semua pengeluaran yang dikeluarkan salah satu pihak; 

2. Rugi yakni kerugian karena kerusakan barang debitur karena kelalaian 

debitur;  

                                                           
 8  Huala Adolf.(2007), Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung, Refika 

Aditama. Hal.15. 
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3. Bunga yakni kerugian berupa kehilangan keuntungan oleh 

pihak/kreditur. 

Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada kepercayaan, yang 

mengarah pada Perjanjian Terapeutik, yang pada dasarnya merupakan 

hubungan timbal balik yang terbentuk melalui komunikasi. Namun, terapeutik 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan. Jadi, perjanjian 

terapeutik adalah hubungan antara dokter dan pasien yang memberikan 

perawatan medis berdasarkan keahlian dan keterampilan medis tertentu dan 

didasarkan pada kepercayaan pasien terhadap dokternya.  

Seperti yang terjadi di Rumah Sakit dr. Soebandi, di mana pasien 

menderita akibat kesalahan dokter. Rumah Sakit ini dikeluhkan karena 

kesalahan dokter yang mendorong dr. E, dr. AN, dan dr. A untuk memberikan 

diagnosis. Pasien pertama, Ny. K, berusia 70 tahun, sebelumnya diberitahu 

bahwa dia memiliki hernia. Namun, dokter mengubah operasi awalnya dari 

hernia ke bagian usus yang diduga terjadi pembusukan. Karena dokter 

mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan pasien atau 

keluarga pasien, keluarga tidak mengetahui hal tersebut. Karena sisa 

pembusukan usus masih ada di tubuh pasien, dia terus mengalami sakit dan 

harus menjalani operasi.
9
 

Setiap memberi layanan kesehatan wajib mendapat persetujuan pasien 

(Informed Consent), serta dokter harus memberi layanan kesehatan menurut 

                                                           
9
 Alfiansyah.(2013), Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan 

Medis Di Rumah Sakit, Jurnal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya 

Fakultas Hukum Malang, Hal. 4-5. 



7 
 

 
 

standar profesi dan prosedur operasional sesuai kebutuhan pasien. 10  Oleh 

karena itu, pentingnya untuk memahami perjanjian antara pasien dengan tenaga 

medis atas informed consent dalam perjanjian terapeutik agar antara kedua 

belah pihak tetap saling mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing 

sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tidak Adanya Informed Consent Sebagai Alasan Terjadinya 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah dengan tidak adanya Informed Consent dapat dianggap sebagai 

alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik antara dokter 

dan pasien? 

2. Apa saja hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi Wanprestasi akibat 

tidak adanya Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Informed Consent Sebagai Alasan 

Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan 

Pasien”, tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang ada kaitannya. 

                                                           
 10 Rachma  EkaliaMaharani,(2019), Implementasi  Prinsip-Prinsip  Informed  Consent  

dalam Transaksi Terapeutik,Jurnal Hukum Lex Generalis,Vol.1, No.1, Hal.146-147. 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini untuk : 

a. Untuk mengetahui dan memahami tidak adanya Informed Consent 

dapat dianggap sebagai alasan terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian 

Terapeutik antara dokter dan pasien, sesuai ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHP tentang Wanprestasi dan 

Perbuatan Melawan Hukum. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hak Hukum yang dimiliki pasien 

jika terjadi Wanprestasi akibat tidak adanya Informed Consent dalam 

Perjanjian Terapeutik. 

2. Manfaat dilakukannya penelitian ini untuk : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik 

bagi pasien dan dokter dalam menjalankan tugas dan sebagai 

penerima jasa, khususnya untuk menghindari tidak adanya Informed 

Consent dalam Perjanjian Terapeutik. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya Hukum Perdata, juga bisa bermanfaat bagi 

masyarakat umum dan pihak kedokteran yang terlibat dalam 

Perjanjian Terapeutik tersebut. Sehingga masyarakat dan pihak 

kedokteran bisa lebih memahami apa yang sudah menjadi hak dan 

kewajiban yang sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. 
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual penelitian ini merupakan kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi atau yang merupakan kumpulan dari 

arti berkaitan penelitian ini. Adapun definisi yang dimaksud adalah: 

1. Tinjauan Yuridis 

"Tinjauan yuridis" berasal dari kata "tinjau", berarti "mempelajari dengan 

cermat", dan "tinjauan" mendapat akhiran "-an", yang berarti "perbuatan 

meninjau". Tinjauan didefinisikan sebagai mempelajari dengan cermat, 

memeriksa, perspektif, dan pendapat.
11  

Menurut kamus hukum, kata 

“yuridis” dari kata “yuridisch” berarti menurut hukum.
12 

2. Informed Consent 

Informed consent adalah proses di mana dokter yang kemu-dian 

memberikan informasi kepada pasien, yang kemudian memberikan 

persetujuan untuk tindakan medis. Transaksi terapeutik terdiri dari 

keberadaannya. Sebagai perjanjian, transaksi tersebut tunduk pada 

ketentuan hukum perdata
13

. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Departemen Pendidikan Nasional.(2012),Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Hal. 1470. 
12

 Surayin.(2005), Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 

Hal. 10. 
13

 Herniwati, dkk.(2020), Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Bandung,Widina Bhakti 

Persada. Hal.155. 
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3. Wanprestasi  

Ingkar janji, juga dikenal sebagai wanprestasi, adalah ketika pihak-pihak 

tertentu yang disebutkan dalam kontrak tidak melakukan prestasi atau 

kewajiban yang harus mereka lakukan.
14 

 

4. Perjanjian Terapeutik 

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang 

memiliki hak dan kewajiban hukum. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk 

mencapai kesembuhan pasien. Para pihak transaksi terapeutik adalah 

dokter sebagai pihak yang memberikan layanan medis dan pasien sebagai 

pihak yang menerima layanan medis.
15

 

5. Dokter 

Dokter adalah tenaga profesional di bidang kedokteran yang memiliki 

keahlian ilmiah dan keterampilan medis untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Status sebagai dokter diperoleh melalui pendidikan kedokteran yang diakui, 

lulus uji kompetensi, serta memiliki legitimasi hukum berupa registrasi dan 

izin praktik dari otoritas yang berwenang. Dalam konteks sosial, dokter juga 

dipandang sebagai profesi yang memikul tanggungjawab etik dan moral 

dalam menjaga keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

 

                                                           
14

 Munir Fuady.(2014), Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis , Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, Hal.87. 
15

 Rizka, Arief Budiono.(2023), Hukum Kesehatan. Oleh Muhammadiyah University 

Press, Surakarta, Hal.33. 
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6. Pasien 

Pasien yakni orang yang konsultasi tentang masalah kesehatannya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung 

ke dokter, menurut UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. 

Pasien di rumah sakit baik dalam kondisi sehat maupun sakit.
16

 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

 Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

Maka dari itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil 

terdahulu. 

No Nama Peneliti Judul Dan Tahun Hasil Penelitian 

1. Jurnal : Indra 

Darian 

Wicaksana 

Tinjauan Terhadap Dokter 

Yang Menangani Pasien 

Gawat Darurat Tanpa 

Menggunakan Informed 

Consent Tahun (2019) 

Makalah ini membahas 

perawatan darurat tanpa 

persetujuan berdasarkan 

informasi. 

Persetujuan berdasarkan 

informasi wajib diberikan 

sebelum prosedur medis. 

Tidak adanya persetujuan 

membatasi perlindungan 

hukum bagi dokter dan 

pasien. 

Dokter harus mematuhi 

standar medis meskipun ada 

masalah persetujuan. 

Konsekuensi hukum timbul 

karena kegagalan 

memperoleh persetujuan 

berdasarkan informasi. 

Situasi darurat 

memungkinkan adanya 

pengecualian terhadap 

persyaratan persetujuan. 

Kontrak terapeutik 

                                                           
16

 Nirma Yunita, Husin, Eka Rahma Ningsih.(2023), Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna 

Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Sistem Online, CV.Science Techno Direct, Hal.9. 
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memerlukan persetujuan 

berdasarkan informasi agar 

sah. 

Penelitianini menekankan 

pentingnya kesadaran 

hukum bagi dokter. 

2. Jurnal : Lestari 

Puji Astuti, Dita 

Wasthu Prasida, 

Putri Kusuma 

Wardhani  

Peran Dan Fungsi Bidan 

Dalam Pelaksanaan 

Informed Consent Pada 

Kegawat Daruratan 

Obstetri Di Puskesmas 

Tahun (2017) 

Makalah ini membahas 

peran bidan dalam 

persetujuan tindakan medis 

darurat. 

Makalah ini menggunakan 

metode kualitatif dengan 

wawancara mendalam. 

Bidan memahami peran 

mereka sebagai pelaksana, 

manajer, pendidik, dan 

peneliti. 

Temuan penelitian 

menyoroti pentingnya 

persetujuan tindakan medis 

darurat. 

3. Jurnal : I Gede 

Made Wirabrata  

, I Made Wirya 

Darma  

Tinjauan Yuridis Informed 

Consent Dalam 

Perlindungan Hukum Bagi 

Pasien Dan Dokter Tahun 

(2018) 

Perlindungan hukum bagi 

pasien dan dokter tidaklah 

memadai. 

Persetujuan yang diberikan 

secara sadar sangat penting 

untuk perlindungan hukum. 

Malapraktik dapat 

mengakibatkan hukuman 

perdata dan pidana. 

Pasien dapat menuntut atas 

kelalaian yang menyebabkan 

kerugian. 

Persetujuan tertulis yang 

diberikan secara sadar 

meningkatkan perlindungan 

hukum bagi dokter. 

Situasi darurat 

memungkinkan perawatan 

tanpa persetujuan. 

Pasien bertanggung jawab 

atas konsekuensi pembatalan 

persetujuan. 

 



13 
 

 
 

 Penelitian terdahulu dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu; 

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Terhadap Dokter Yang 

Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent 

membahas perawatan darurat tanpa persetujuan berdasarkan informasi. 

2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Peran Dan Fungsi Bidan Dalam 

Pelaksanaan Informed Consent Pada Kegawat Daruratan Obstetri Di 

Puskesmas membahas peran bidan persetujuan tindakan medis darurat. 

3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Yuridis Informed 

Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter membahas 

Pasien bertanggung jawab atas konsekuensi pembatalan persetujuan. 

 Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai 

apakah dengan tidak adanya Informed Consent dapat dianggap sebagai alasan 

terjadinya wanprestasi dalam perjanjian terapeutik antara bidan dan pasien serta 

apa saja hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi wanprestasi akibat tidak 

adanya Informed Consent dalam perjanjian terapeutik. 

G. Metode Penelitian 

Metodologi altalu metode penelitialn merupa lkaln upalya l menyelidiki da ln 

menelusuri sualtu malsallalh dengaln menggunalkaln metode ilmialh secalral cermalt 

daln tepa lt mengumpulka ln, mengolalh, mengalnallisis daltal, daln menalrik 

kesimpulaln secalra l sistemaltis daln objektif gunal memeca lhkaln malsalla lh altalu 

menguji hipotesis guna memperoleh pengetalhua ln ya lng bergunal balgi kehidupa ln 

malnusial. 
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1. Jenis Penelitia ln 

 Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Metode penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian hukum yalng menempaltkaln hukum 

sebalgali balngunaln sua ltu sistem normal, sistem normal ya lng dima lksud aldallalh 

tentalng alsa ls-alsals hukum, sistemaltikal hukum, daln kalidalh-kalida lh hukum 

ya lng berkalita ln dengaln Perjanjian Terapeutik.
17

 Penelitialn hukum normaltif 

memfokuskaln objek kaljialnnya l paldal ketentualn-ketentualn hukum positif, 

talhalpaln-talha lpaln kaljia ln (alnallisis) dimula li dalri palralgralf-palralgralf palsall-palsall 

hukum positif ya lng memualt konsep-konsep penjelals daln halkikalt malsallalh 

penelitialn.
18

 Penelitialn ini dilalkukaln dengaln calral mengkalji balha ln-balhaln 

kaljialn kepustalkala ln alta lu daltal sekunder, seperti peralturaln perundalng-

undalngaln da ln teori-teori hukum. Pendeka ltaln ya lng diguna lkaln dallalm 

penelitialn ini a lda llalh pendekalta ln normaltif, yalitu memalnfalaltkaln telalalh 

dokumen daln pendalpalt palral alhli yalng berka litaln dengaln hukum. Penelitia ln 

hukum normaltif lebih memfokuskaln paldal konsep-konsep hukum, alsals-alsals 

hukum, daln kalidalh-kalidalh hukum, daln tidalk salmpali paldal perilalku malnusial 

ya lng meneralpkaln peralturaln-peralturaln hukum.
19

 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang dipergunakan penelitian ini yakni bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

                                                           
 

17
 Peter Ma lhmud Ma lrzuki.(2011), “Penelitia ln Hukum", Jakarta, Kenca lna  Prenada Media 

Group. Hal.141. 
18

 Djulaeka.(2020), Metode Penelitialn Hukum. Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 

Hal.18. 

 
19

 Muha limin.(2020), "Metode Penelitia ln Hukum",Mataram, Mataram University Press, 

Hal. 17. 
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a. Balhaln Hukum Primer berupal peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

berhubungaln dengaln permalsallalha ln yalng alkaln dijalwalb, ya lkni : 

Undang-Undang RI No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. 

Undang-Undang RI No 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit. 

Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang 

mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan. 

UU No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. 

UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Permenkes RI No 290 /Menkes/ Per/III/2008 tentang persetujuan 

tindakan kedokteran. 

b. Balhaln Hukum Sekunder merupalka ln balhaln ya lng memberikaln 

penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer, seperti ra lncalngaln undalng-

undalng, buku teks, ha lsil penelitia ln dallalm jurnall daln ma ljallalh, altalu 

pendalpalt palra l alhli hukum. 

c. Balhaln Hukum Tersier memberikan pedoman penjelalsaln hukum 

primer dan sekunder, seperti UU, dan internet, sehubungan dengan 

pembahasan penelitian ini.
20

 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan dan studi kepustakaan 

yang diperoleh dari bahan tertulis seperti buku-buku, aturan perundang-

undangan, dokumen, atau yang berkaitan dengan subjek penelitian. 

                                                           
20

 Ma lsfi Sya l’fia ltul Umma lh,(2019),Title, Sustalina lbility (Switzerla lnd), vol. 11, Hal. 21. 
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4. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dari sumber hukum diklarifikasikan, kemudian 

dianalisis secara kualitatif, berarti menguraikan data berbentuk kalimat yang 

teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga lebih 

mudah dipahami dan dipahami. hasil analisis. Selanjutnya, logika berpikir 

induktif—yakni penalaran berlaku khusus pada situasi tertentu—digunakan 

untuk menyimpulkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Oleh karena 

itu, konsep yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada situasi umum, 

sehingga temuan analisis dapat menjawab masalah penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat untuk memberikan 

kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-

tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika 

penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, adapun 4 (empat) bab yang 

disusun sistematika, sebagai berikut : 

BALB I  PENDALHULUALN 

Pada balb ini menguralikaln tentalng Laltalr Belalkalng Permalsallalhaln, 

Perumusaln Malsa llalh, Rualng Lingkup daln Tujualn Penelitialn, Keralngkal 

Konsep, Review Studi Terdalhulu yalng Releva ln, Metode Penelitialn serta 

lSistemaltikal Penulisaln. 
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BALB II TINJALUALN PUSTALKAL 

Balb ini berisi tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan 

umum tentang informed consent, wanprestasi, perjanjian pada umumnya, 

serta perjanjian terapeutik. 

BALB III PEMBALHALSALN 

Balb ini terdiri dari pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil 

penelitian secara khusus, menguraikan dan menganalisa permasalahan 

yang diteliti mengenai tidak adanya Informed Consent dapat dianggap 

sebagai alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik antara 

dokter dan pasien, serta hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi 

Wanprestasi akibat tidak adanya Informed Consent dalam Perjanjian 

Terapeutik. 

BALB IV PENUTUP 

Paldal balb ini meralngkum keseluruhaln isi penelitialn daln memberikaln 

kesimpulaln sertal salraln berdalsalrkaln halsil daln pembalhalsaln yalng telalh 

dilalkukaln paldal balb sebelumnya.    

DAFTAR PUSTAKA  
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Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan dia 

menguasai pikirannya, yang memungkinkan  menentukan 

perbuatannya. 

2. dapat menentukan akibat perbuatannya 

3.dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. 

 


